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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warganegara ialah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ke warganegara an (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) dalam
Pasal 1 angka 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Era globalisasi yang mengakibatkan perpindahan warga negara asing ke Indonesia, maka untuk menjamin legalitas
kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing harus melalui permohonan pewarganegaraan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untnk mengetahui dan menjelaskan prosednr memperoleh kewarganegaraan Indonesia menunit
UU Kewarganegaraan dan tanggung jawab negara terhadap warga negara dan orang asing yang berada di Indonesia.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode ynridis normative, yaitu metode penelitian kepustakaan (library> research) yang
didapatkan melalui bahan- bahan hukum primer, balian hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun
secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjiikkan bahwa prosedur memperoleh kewarganegaraan menurut UU Kewarganegaraan dikenal dengan dua
macam cara, yang pertama disebut dengan naturalisasi biasa dan yang kedua naturalisasi istimewa. Selain melaui dua cara tersebut,
perolehan status sebagai warga negara Indonesia dapat diperoleh melalui pernyataan, yaitu ditujukan kepada warga negara asing
yang menikah dengan wanita / lelaki warga negara Indonesia. Sedangkan tanggung jawab negara terhadap warga negara dan orang
asing yang berada di Indonesia diatur dalam UU Kewarganegaraan ialah pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan
campuran sebagai warga negara Indonesia dan orang asing mempunya hak dan kewajiban di Indonesia.
Di sarankan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM agar lebih berperan dalam penegasan kepastian hukum
berkaitan dengan administrasi kewarganegaraan dan mensosialisasikan mengenai prosednr memperoleh kewarganegaraan Indonesia
agar masyarakat lebih mengerti dan memahami.
